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RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo; Edwico Riza Ardyansah,
150903101043; 2018: halaman; Program Studi Diploma Ill Perpajakan Jurusan
[Imu Administrasi Fakultas [Imu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember.
Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpgjakan,

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifaa memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia berusaha dalam upaya
meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu untuk
pelayanan umum, perlindungan sosia, pendidikan, pertanahan, kesehatan,
ketertiban, keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja
negara, berbagar macam ussha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Jenis pagjak di Indonesia menurut pemungutannya terdiri dari pajak pusat
dan pgjak daerah. Pgjak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat
untuk membiayai rumah tangga negara, tujuannya yaitu pemerataan penghasilan
bagi pemerintah. Sedangkan Pgjak daerah adalah pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Sejalan
dengan adanya otonomi daerah, dimana suatu daerah diberikan kewenangan
untuk menggali dan mengelola pajak daerahnya sesuai dengan potensi yang
dimiliki. Semakin besar potensi pajak daerah tersebut semakin besar pula
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh guna membiaya pelaksanaan
pemerintah daerah.

Penerimaan pajak daerah memberi potensi besar dalam menjalankan
program pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh
karena itu, diperlukan kesadaran dari wajib pgak dalam membayar pajak daerah
untuk bisa menjalankan program-program dalam meningkatkan kemakmuran
perekonomian daerah, karena apabila tidak membayar pajak akan mengakibatkan

Vii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

penerimaan kas tidak maksimal atau tidak sesual dengan target penerimaan daerah
dan menghambat jalannya program Pemerintah Daerah.

Sistem pemungutan Pgjak Bumi dan Bangunan yaitu Official Assesment
yaitu pemerintah menentukan sendiri jumlah pgjak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpgjakan yang berlaku. Pihak
Pemerintah Daerah saat ini sedang gencar dalam meningkatkan pendapatan adli
daerah, salah satunya Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendataan merupakan
proses pengumpulan data Objek Pajak yang sangat penting. Karena nantinya akan
digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan PBB. Pendataan sangatlah
penting untuk dilakukan. Objek pgak yang telah dilakukan pendataan seperti
identifikasi, verivikasi ,dan pengukuran objek pajak yang nantinya setelah
melakukan proses pendataan akan memperolen Nomor Objek Pajak (NOP) yang
diberikan ke masing-masing objek pgak. Yang selanjutnya akan dilakukan
penetapan sebagai objek PBB. Dengan dilakukannya pendataan dan penetapan
PBB selanjutnya pihak pemerintah dapat mengeluarkan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT) yang akan dijadikan pedoman bagi wajib pajak untuk
mengetahui pajak terutangnya dan untuk pihak Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo bisa digunakan untuk melakukan penagihan.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1042/UN 25.1.2/SP/2018,
Diploma |1l Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas IImu Sosial dan
[Imu Palitik, Universitas Jember .
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang
sangat padat. Dimana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat secara
hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung.
Definisi pgjak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia berusaha dalam upaya
meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu untuk
pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, pertanahan, kesehatan,
ketertiban, keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja
negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam
yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, Witholding System.
Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Sf Assessment System adalah sistem pemungutan pgak yang memberi
wewenang kepada Wajib Pgak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang, sedangkan With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatan negaranya sebagian
besar dari penerimaan pgak. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data Target
dan Redlisas Penerimaan Negara dari tahun 2015 — 2017. Dimana target dan
realisasi penerimaan negara dari sektor pajak selalu lebih tinggi dibandingkan

dengan sektor lainnya yaitu dari sektor sumber penerimaan bukan pajak dan
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hibah. Data tentang target realisasi penerimaan negara dapat dilihat pada tabel 1.1
di bawah ini sebagai berikut:
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara tahun 2015-2017 (dalam triliun rupiah)

Penerimaan Sumber 2015 2016 2017

Target Redisas Target Redisas Target
. Penerimaan 1.758,3 14941 17842 1.546,9 1.748,9

Penerimaan Perpgjakan  1.489,3 1.240,4 1.539,2 1.285,0 1.498,9

Penerimaan Bukan Pgjak  269,1 253,7 2451 2619 250,0
[1. Hibah 33 10,4 2,0 8,2 14
Jumlah 17616 15045 1.786,2 1.5551 1.750,3

Sumber: https: //mww.dj pbn.kemenkeu..go.id (diakses pada tanggal 12 April 2018 pukul
19.16 WIB)
Dari Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa target realisasi penerimaan negara dari

penerimaan perpaakan merupakan sumber penerimaan terbesar jika dibandingkan
dengan penerimaan bukan pgak dan hibah. Realias penerimaan pgak pada 2016
yang telah dicapal yaitu mencapai Rp 1.285,0 triliun rupiah atau sekitar 83,4
persen dari target dalam APBNP 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun rupiah. Artinya
penerimaan pajak pada 2016 berkontribusi sebesar 82,63 persen dari total
pendapatan pemerintah yang mencapai Rp 1.555,1 triliun rupiah. Ini lebih rendah
dari target dadlam APBNP 2016 sebesar 86,2 persen. Meskipun di bawah target
APBNP 2016, namun kontribusi pajak terhadap pendapatan negara masih
mencatat kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 sebesar 1.240,4
triliun rupiah. Berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi
(2) duayaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Resmi (2017:8), Pajak Pusat
adalah pgak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pgjak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM). Sedangkan Pgjak Daerah adalah pgak yang dipungut oleh pemerintah
daerah baik daerah tingkat | (pagak provins) maupun daerah tingkat 11 (pgak
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kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing
daerah. Dalam pelaksanaannya, Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak
Hotel, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah adalah pemungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan. Adapun jenis pgak daerah yang diatur berdasarkan Undang-
Undang No.28 tahun 2009, jenis pgak daerah yang pertama yaitu jenis Pgak
Provins yang terdiri dari Pgjak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama K endaraan
Bermotor, Pgak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pgjak Air Permukaan dan
Pgak Rokok. Lalu untuk jenis pagak daerah yang kedua yaitu jenis Pagak
Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pgak Hotel, Pgjak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Reklame, Pagak Penerangan Jalan, Pgjak Minera Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pgjak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk
mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh,
masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan
daerahnya |ebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah
daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan
sebagal tulang punggung Pendapatan Adli daerah (PAD). Dalam rangka
menjalankan fungs dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk
pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan

mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Tuntutan peningkatan
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan
personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata Penulis di Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo pajak daerah di Kota Probolinggo sendiri memberi
potens besar bagi program yang telah direncanakan. Maka dari itu, perlu
kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pagak daerah untuk bisa
memakmurkan perekonomian daerah. Karena apabila wajib paak tidak
melakukan kewajiban membayar pajak bisa mengakibatkan penerimaan daerah
tidak sesuai dengan target. Karena pemerintah Kota Probolinggo telah
menetapkan target setiap tahunnya terhadap Penerimaan Asli Daerah(PAD). Pajak
daerah dalam pengelolaan di Kota Probolinggo berpedoman pada Undang-
Undang nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34
tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perauturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah
diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak daerah sehubungan
dengan hak atas bumi dan bangunan. Selain itu dengan berlakunya Peraturan
Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan
keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan
sesuai dengan kemampuannnya.

Target dan Redlisas Penerimaan Adli Daerah(PAD) Pgjak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada
tabel 1.2 di bawah ini sebagai berikut:
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Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Adli Daerah(PAD) tahun 2016-2017
(dalam miliar rupiah)

Tahun 2016 Tahun 2016

Target Redlisas Target Redlisas

Rp.14.154.716.745 | Rp.10.448.112.925 | Rp.14.900.000.000 | Rp.14.781.247.637

(73,81%) (99,2%)

Sumber: https: //probolinggokab.go.id/new/170-desa-lunas-pbb-p2-100/ dan

http: //www.beritametr o.news/epaper/probolinggo/sebanyak-223-desa-di-

probolinggo-lunas-pbb-p2 (diakses pada tanggal 12 April 2018 pukul 19.16 WIB)
Dari Tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa target realisasi Penerimaan Adli

Daerah dari sektor Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan
tahun 2017. Realisasi penerimaan yang telah dicapal pada tahun 2016 mencapai
Rp.10.448.112.925 miliar rupiah. Artinya kontribusi penerimaan asli daerah dari
sektor pgjak bumi bangunan sebesar 73,81 persen dari target yg telah ditentukan
yaitu sebesar Rp.14.154.716.745 miliar rupiah. Sedangkan ditahun 2017 realisasi
Rp.14.781.247.637 miliar rupiah. Artinya kontribusi penerimaan asli daerah dari
pajak bumi bangunan sebesar 99,2% dari target yang telah ditentukan yaitu
sebesar Rp.14.900.000.000 miliar rupiah. Bisa kita simpulkan bahwa dari tahun-
ketahun penerimaan adli daerah dari sektor pgak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan mengalami kenaikan dari tahun-ketahunnya.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki kontribusi
yang besar pada Pgak Daerah di Kota Probolinggo. Segjak berlakunya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tangga 15 September 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan
sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota.
Penyerahan pengelolaan Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan
Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling
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lambat 1 Januari 2014. Dalam ha pengaihan Pgak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) Pemrintah Daerah Kabupaten atau Kota
dituntut untuk siagp melaksanakan pelayanan, pendataan, penilaian,
pengadministrasian, pemeliharaan, basis data, penetapan paak terutang,
pemungutan dan penagihan dan lain-lain, yang terkait dengan pengelolaan pagak
di wilayah mereka masing-masing sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sistem pemungutan Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) di Kota Probolinggo tepatnya di Dinas Pendapatan adalah official
assesment system. Menurut Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pemungutan adalah
suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampal kegiatan penagihan pajak kepada
wajib pajak serta pengawasan setorannya. Pemungutan Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sangatlah penting untuk dilakukan, selanjutnya pihak
pemerintah yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dapat
menerbitkan Surat Pemberitahuan Pgak Terutang (SPPT) yang nanti akan
dijadikan pedoman bagi wajib pgak untuk mengetahui pgak terutangnya dan
untuk pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo bisa digunakan
untuk pedoman untuk melakukan penagihan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil
judul tentang “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo™.

1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana Prosedur Pemungutan Pgjak Bumi dan Bangunan oleh Badan
K euangan Daerah Probolinggo?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan
menjelaskan Prosedur Pemungutan Pgjak Bumi dan Bangunan oleh Badan
Keuangan Daerah Probolinggo yang berwenang dalam menetapkan pajak daerah.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi
Diplomallll;

b. memperoleh pengalaman kerja sebagai penergpan ilmu yang telah
diporoleh sdlama menempuh pendidikan di Diploma [l Perpgakan
Universitas Jember;

c. menambah pengetahuan dan wawasan mengenal Prosedur Pemungutan
Pgjak Bumi dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah Probolinggo;

d. memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang Perpajakan
seiring dengan adanya undang-undang perpgjakan yang sewaktu-waktu
dapat berubah.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan Umum Tentang Per pajakan

211 Definis Pajak

Pengertian Pagjak setigp ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Namun

pada dasarnya dari berbaga definis tersebut mempunyal unsur dan tujuan yang

sama. Definisi pajak menurut para ahli antaralain :

a

Pengertian pajak menurut Undang-Undang K etentuan Umum dan Tata Cara
Perpgjakan No.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Menurut Ray (dalam Devano dan Rahayu 2006:22), “pajak adalah suatu
pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat
pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan
yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan
proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk
menjalankan pemerintah”.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2016:3) Pgjak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengel uaran umum.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak

merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara,
baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan

Undang-Undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara

langsung karena hasil dari pembayaran paak digunakan untuk membiayai

pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan

ekonomi.
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2.1.2 Unsur-unsur Pajak

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2016:3) Unsur-unsur Pagjak dapat

dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

a

luran dari rakyat kepada negara

Y ang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa uang
(bukan barang).

Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaanya.

Tanpa jasa timbal atau kontraprestas dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya
kontraprestas individual oleh pemerintah.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Fungs Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut:

Fungs Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungs sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pgak berfungsi sebagal alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

1) Fungsi mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau
mel aksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2) Tarif pgjak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk
Indonesia di pasaran duniga;

3) Pgak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk
mengurangi gaya hidup konsumtif.
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2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pagak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,

maka menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat
sebagal berikut:

a

Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesual dengan tujuan hukum, yakni mencapal keadilan, undang-undang
maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan
banding kepada Pengadilan Pajak.

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Y uridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi "
segala pgjak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang". Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara
maupun warganya.

Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat.

Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesual fungs budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari
hasil pemungutannya.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan paak harus sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewgjiban perpagjakannya. Syarat
ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

10
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2.1.5 Asas Pemungutan Pajak
Pemungutan pgjak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga
asas tersebut negara memberikan hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang
diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Menurut Mardiasmo
(2016) asas-asas pemungutan pgjak tersebut antaralain :
a.  AsasDomisili (asastempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari
dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pgak dalam
negeri.
b. Asas Sumber
Negara barhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
c. AsasKebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.6 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis paak yang dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut
sifat, dan menurut lembaga.
a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pgak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh
Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain
atau pihak lain. Pgjak harus menjadi beban Wajib Pgjak yang bersangkutan.
Misalnya Pgjak Penghasilan (PPh).

2) Pgjak Tidak Langsung, pgak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga.

Misalnya Pgjak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan
barang atau jasa.
b. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokan menjadi duayaitu :
1) Pgjak Subjektif, penggunaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi

11
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Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah
diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikut apakah dapat dikenakan pgak
atau tidak. Misalnya perhitungan Pgak Penghasilan (PPh), jumlah
tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

2) Pgak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat
objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang
menyebabkan timbulnya kewajiban membayar paak. Setelah diketahui
objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum
dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pgak Pertambahan Nila
(PPN) tidak memperhitungkan apakah Wajib Pagjak tersebut memiliki
tanggungan atau tidak.

c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pgak Negara (Pgak Pusat), pgak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya
Pgjak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pgjak Daerah, pagak yang dipungut oleh pemerintah daerah balk daerah
tingkat | (pajak provinsi) maupun daerah tingkat 11 (pajak kabupaten/kota),
dan digunakan untuk membiaya rumah tangga masing-masing daerah.
Pgjak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pgjak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-

lain.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Pajak
yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:
a. Self Assessment System
Adaah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pgjak. Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada padafiskus,

12
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2) Wajib Pajak bersifat pasif;
3) Utang paak timbul setelah dikeluarkan Surat K etetapan Pgjak oleh fiskus.
b. Officia Assessment System

Adaah suatu sistem pemungutan pajak yang membeikan wewenang kepada

Wajib Pgjak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-

cirinya

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang;

3) Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wagjib Pgak yang bersangkutan) yang

mempunyai wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.

2.2 Pajak Daerah

Mardiaosmo (2016:14), Pajak Daerah adalah kontribus wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secar langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1 Dasar Hukum
Dasar hukum pemungutan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah adalah
Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Pgjak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
a. Pgjak Proving, terdiri dari:

1) Pgak Kendaraan Bermotor;
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2) BeaBaik NamaKendaraan Bermotor;

3) Pagak Bahan Bakar Kendraan Bermotor;

4) Pgak Air Permukaan; dan

5) Pajak Rokok
b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1) Pgak Hotedl;

2) Pagak Restoran;

3) Paak Hiburan;

4) Pgak Reklame;

5) Pagjak Penerangan Jaan;

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7) Pagak Parkir;

8) Pgjak Air Tanah;

9) Pgjak Sarang Burung Walet;

10) Pagjak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Khusunya untuk Daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi
dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah |bu Kota Jakarta, jenis pgak
yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan
pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Mardiasm (2016:381), Bumi adalah permmukaan bumi dan tubuh
dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan
perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah
Republik Indonesia.
Bangunan adalah konstruks teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan.
Temasuk dalam pengertian bangunan adalah:
a. Jaan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komppleks bangunan.
b. Jalan tol.

14


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kolam renang.
Pagar meewah.

Galangan kapal.

- 0o o 0

Tempat olahraga.
Galangan kapal, dermaga.

=gl

Taman mewah.

i. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

j. Fasilitas lain yang mrmberikan manfaat.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wagjib
Pajak untuk melaporkan data objek pgak menurut Undang-undang Pajak Bumi
dan Bangunan.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh
Direktorat Jenderal Pgjak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada
Wajib Pgjak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP.

2.3.1 PBB Perdesaan dan Perkotaan

Sgak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15
September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah , wewennang unutk
memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedessaann dan perkotaan diserhlan
ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pgjak Bumi dan
Bangunan (PBB) Perdesaan da Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota
dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.

Menurut Mardiaosmo (2016:406), PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah
pajak atas Bumi dan Bangunan yang dmiliki, dikasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawsan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, pertambngan, dan usaha lainnya untuk dipungut oleh
pemerintah pusat.

a. Dasar Hukum PBB Perdesaan dan Perkotaan
Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunnan adalah:
1) Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No. 12 Tahun 1994
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2) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus
Daerah(PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai Tahun 2010
b. Asas

1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.

2) Adanya kepastian hukum.

3) Mudah dimengerti dan adil.

4) Menghindari pajak berganda.

c. Objek Pgjak

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pgjak atas Bumi dan Bangunan
dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, pertambangan.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang
seccara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Wajib Pgjak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan adlah orang
pribadi atau badan yang secara nyata memunyal suatu hak atas bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

e. Tarif dan Cara Menghitung PBB
1) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan
Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar
0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB prdesaan dan Perkotaan telah
ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Caramenghitung PBB

PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara:
PBB P2= tarif x (NJOP-NJOPTKP)
f. Nilai Jua Objek Pajak (NJOP)

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksaks jua beli,

NJOP ditentukan oleh perbandingan harga objek lain yang sgenis, atau nilai
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perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

1) perbandingan harga dengan objek lain yang sgenis, adalah suatu
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara
membandingkannya dengan objek pgjak lain yang sgjenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui hargajuanya.

2) nila perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai
jual objek paak dengan cara menghitung seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian
dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik
objek tersebut.

3) nila jua pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai
jua suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek paak
tersebut.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3
tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya
mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan setahun
sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepaa Daerah.

g. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setigp Wajib Pgjak. NJOPTKP ditentukan oleh
masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

2.4 PBB P2 di Kabupaten Probolinggo

Pgak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang
memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan
keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaran Pemerintah Daerah dan
pelayanan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan
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bahwa Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pgjak
Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Probolinggo berwenang
memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan
dalam peraturan daerah.

Perarturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam
pengenaan Pgak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan
manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan, dan/atau perolehan manfaat

atas bangunan.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokas dan Waktu Praktek Kerja nyata
3.1.1 Lokas Praktek Kerja Nyata

Lokas Praktek Kerja Nyata di Badan Keuangan Daerah Probolinggo di
bidang Dinas Pendapatan Kota Proboliggo.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo
dilaksanakan selama 30 hari kerja sesuai surat yang dikeluarkan oleh Fakultas,
terhitung mulai tanggal 26 Februari s/d 10 April 2018. Hari efektif Praktek Kerja
Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo adalah
Tabel 3.1 Daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja Jam Kerjal | stirahat Jam Kerjall
Senin-Kamis 07.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00
Jum’at 07.30-11.00 - -

Sumber: Daftar Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo

3.2 RuangLingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Dari pelaksanaan kegiatan Prktek Kerja Nyata (PKN), penulis akan
membuat Laporan Tugas akhir dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo”. Pada
pel aksanaan kegiatan ini penulis ditempatkan pada bagian Pelayanan Pgjak Bumi
dan Bangunan.

Pada bagian Pelayanan Pgjak Bumi dan Bangunan ini penulis ditugaskan
untuk memriksa dan membantu wajib pajak PBB yang terutang. Sehingga bisa
berinteraksi langsung dengan wajib pajak dan dapat mengetahui langkah-langkah
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
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Selama satu bulan penuh penulis tidak hanya ditempatkan di bagian

Pelayanan PBB. Penulis juga dirolling di bagian Pgak Daerah lainnnya sesuai

instruksi dari bagian Kepala Bidang Pendapatan. Sehingga penulis juga dapat

memperoleh ilmu Pgjak Daerah lainnya.

3.2.2 Pelaksanaan K egiatan

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
pada Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan secara Terjadwa Selama Praktek Kerja Nyata

Tanggal dan Penanggung Kegiatan Hasil
Jawab
) (b) (©)
Senin, 26 Feb 2018 -Apel pagi Bisa berinteraksi  langsung
SITI SUNDARI, S. Sos|-Membantu dengan wajib pajak
selaku kasubid Pengendalian | dibagian
dan pengembangan pelayanan Pgak
Dagerah
Selasa, 27 Feb 2018 -Apel pagi Mengetahui  karakter-karakter
SITI SUNDARI, S. Sos|-Membantu waib pgak yang akan
selaku kasubid Pengendalian | dibagian membayarkan pajak
dan pengembangan pelayanan Pgak | terutangnya
Daerah
Rabu, 28 Feb 2018 -Apel pagi Mengetahui cara menginput
SITI SUNDARI, S Sos | -Membantu datawajib pajak
selaku kasubid Pengendalian | dibagian
dan pengembangan pelayanan Pgjak
Dagrah  (Pgjak
Restoran)
Kamis, 1 Mar 2018 -Apel pagi Dapat mengetahui cara
SITI SUNDARI, S. Sos|-Membantu menginput data dari paak
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selaku kasubid Pengendalian | dibagian hotel
dan pengembangan pelayanan Pgjak

Dagrah  (Pgjak

Hotel)
Jum’at, 2 Mar 2018 -Apel pagi Dapat mengetahui cara
SITI SUNDARI, S. Sos|-Membantu menghitung pajak terutang dari
selaku kasubid Pengendalian | dibagian pajak hotel
dan pengembangan pelayanan Pgak

Daerah  (Pgjak

Hotel)
Senin, 5 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui cara mengisi data
SITI SUNDARI, S Sos | -Membantu objek pajak ke formulir SPOP
selaku kasubid Pengendalian | dibagian Pajak Bumi dan Bangunan
dan pengembangan pelayanan Pgjak

Daerah

(BPHTB)
Selasa, 6 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui cara menginput
SITI SUNDARI, S. Sos|-Membantu data BPHTB ke sistem Dinas
selaku kasubid Pengendalian | dibagian Pendapatan
dan pengembangan pelayanan Pgak

Dagerah

(BPHTB)
Rabu, 7 Mar 2018 -Apel pagi Mendapatkan  ilmu  teori
SITI SUNDARI, S Sos | -Membantu tentang pgak air bawah tanah
selaku kasubid Pengendalian | dibagian dan cara menghitung pajaknya
dan pengembangan pelayanan Pgjak

Dagrah  (Pgjak

Air Bawah

Tanah)

Kamis, 8 Mar 2018

-Apel pagi

Mengetahui cara menghitung
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SITI SUNDARI, S. Sos|-Membantu pajak terutang dari Pajak Bumi
selaku kasubid Pengendalian | dibagian dan Bangunan
dan pengembangan pelayanan Pgjak

Daerah (PBB)
Jum’at, 9 Mar 2018 -Apel pagi Memperoleh data wajib pajak
SITI SUNDARI, S. Sos|-Membantu yang akan membayar PBB
selaku kasubid Pengendalian | dibagian
dan pengembangan pelayanan Pgak

Daerah (PBB)
Senin, 12 Mar 2018 -Apel pagi Menginput data wajib pajak
SITI SUNDARI, S. Sos|-Membantu baru ke sistem  Dinas
selaku kasubid Pengendalian | dibagian Pendapatan
dan pengembangan pelayanan Pgak

Daerah (PBB)
Selasa, 13 Mar 2018 -Apel pagi Menyampaikan tata cara
SITI SUNDARI, S Sos | -Membantu mengisi formulir SPOP
selaku kasubid Pengendalian | dibagian
dan pengembangan pelayanan Pgjak

Daerah (PBB)
Rabu, 14 Mar 2018 -Apel pagi Menginput data Pajak
SITI SUNDARI, S. Sos|-Membantu Restoran
selaku kasubid Pengendalian | dibagian
dan pengembangan pelayanan Pgak

Daerah  (Pgjak

Restoran)
Kamis, 15 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui tata cara
SITI SUNDARI, S. Sos|-Membantu pemungutan PBB P2
selaku kasubid Pengendalian | dibagian
dan pengembangan pelayanan Pgjak

Dagerah (PBB)
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Jum’at, 16 Mar 2018
SITI SUNDARI, S. Sos
selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi
-Membantu
dibagian
pelayanan Pgak
Daerah (PBB)

Mengetahui tata cara
menghitung pajak

PBB

terutang

Senin, 19 Mar 2018
RAJAB NURFATONI,
selaku Kasubid Penagihan

SE

-Apel pagi
-Membantu
dibagian
Penagihan Pgjak
Daerah
-Mengumpulkan
SPPT yang akan
ditagih

Mengetahui prosedur-prosedur
penagihan

Selasa, 20 Mar 2018
RAJAB NURFATONI,
selaku Kasubid Penagihan

SE

-Apel pagi
-Membantu
dibagian
Penagihan Pajak
Dagerah
-Mengumpulkan
SPPT yang akan
ditagih

Mengetahui prosedur-prosedur
penagihan

Rabu, 21 Mar 2018
RAJAB NURFATONI,
selaku Kasubid Penagihan

SE

-Apel pagi
-Membantu
dibagian
Penagihan Pajak
Dagerah
-Mengumpulkan
SPPT yang akan
ditagih

Mengetahui prosedur-prosedur
penagihan

Kamis, 22 Mar 2018

-Apel pagi

Mengetahui prosedur-prosedur
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RAJAB NURFATONI,
selaku Kasubid Penagihan

SE

-Membantu
dibagian
Penagihan Pagjak
Dagerah
-Mengumpulkan
SPPT yang akan
ditagih

penagihan

Jum’at, 23 Mar 2018
RAJAB NURFATONI,
selaku Kasubid Penagihan

SE

-Apel pagi
-Membantu
dibagian
Penagihan Pajak
Dagerah
-Mengumpulkan
SPPT yang akan
ditagih

Mengetahui wajib paak yang
belum membayar hingga jatug

tempo

Senin, 26 Mar 2018
RAJAB NURFATONI,
selaku Kasubid Penagihan

SE

-Apel pagi
-Mengikuti rapat
di Kantor Pusat
Kab.
Probolinggo

Mengetahui target dan realisasi
penerimaan adli daerah sektor
Pajak Bumi
Perdesaan dan Perkotaan

dan Bangunan

Selasa, 27 Mar 2018
RAJAB NURFATONI,
selaku Kasubid Penagihan

SE

-Apel pagi
-Membantu
dibagian
Penagihan Pagjak
Daerah
-Menagih Pgak
Restoran
dibeberapa

restoran

Mengetahui
wajib paak dan

cara menagih
langsung

terjun ke lapanagan
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Rabu, 28 Mar 2018
RAJAB NURFATONI,
selaku Kasubid Penagihan

SE

-Apel pagi
-Membantu
dibagian
Penagihan Pgjak
Dagerah
-Mengumpulkan
SPPT yang akan
ditagih

Merekap hasil tagihan wajib
pajak melalui SPPT

Kamis, 29 Mar 2018
RAJAB NURFATONI,
selaku Kasubid Penagihan

SE

-Apel pagi
-Membantu
dibagian
Penagihan Pgjak
Dagerah

-Survey tempat
reklame di
daerah Kab.
Probolinggo
untuk penagihan
Pajak Reklame

Mengetahui  dimana

sga
tempat-tempat reklame

didirikan

Jum’at, 30 Mar 2018
RAJAB NURFATONI,
selaku Kasubid Penagihan

SE

-Apel pagi
-Membantu
dibagian
Penagihan Pajak
Dagerah
-Mengumpulkan
SPPT yang akan
ditagih

Merekap hasil tagihan wajib
pajak melaui SPPT

Senin, 2 Mar 2018
MUSTAKIM selaku staf di
Badan Keuangan Daerah

-Apel pagi
-Membantu

menginput data

Mengetahui banyaknya wajib
pajak ABT
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Kabupaten Probolinggo Pgak  Daerah

yaitu Pagak Air

Bawah Tanah
Selasa, 3 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui banyaknya wajib
MUSTAKIM selaku staf di | -Membantu pajak ABT

Badan Keuangan Daerah

menginput data

Kabupaten Probolinggo Paak  Daerah

yaitu Pgak Air

Bawah Tanah
Rabu, 4 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui banyaknya wajib
MUSTAKIM selaku staf di | -Membantu paak ABT

Badan Keuangan Daerah

menginput data

Kabupaten Probolinggo Pgak  Daerah

yaitu Pagak Air

Bawah Tanah
Kamis, 5 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui ukuran dan jenis
Ir. SUSILO ISNADI, MM | -Survey tempat | reklame yang akan didirikan
selaku Kepaa  Bidang | untuk
Pendapatan mendirikan

reklame
Jum’at, 6 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui cara menetapkan
ARIF MASSUDI, SE, MM | -Membantu pajak PBB P2
selaku Kasubid Penetapan mendata SPPT

dibagian

Penetapan
Senin, 9 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui cara mendata
ARIF MASSUDI, SE, MM | -Membantu SPPT melalui DHKP
selaku Kasubid Penetapan mendata SPPT

dibagian

Penetapan
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Selasa, 10 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui cara mendata
ARIF MASSUDI, SE, MM | -Membantu SPPT melaui DHKP
selaku Kasubid Penetapan mendata SPPT

dibagian

Penetapan
Rabu, 11 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui cara mendata
ARIF MASSUDI, SE, MM | -Membantu SPPT melaui DHKP
selaku Kasubid Penetapan mendata SPPT

dibagian

Penetapan
Kamis, 12 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui cara mendata
ARIF MASSUDI, SE, MM | -Membantu SPPT melalui DHKP
selaku Kasubid Penetapan mendata SPPT

dibagian

Penetapan
Jum’at, 13 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui cara mendata
ARIF MASSUDI, SE, MM | -Membantu SPPT melalui DHKP
selaku Kasubid Penetapan mendata SPPT

dibagian

Penetapan

Sumber: Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Probolinggo

3.3 Jenisdan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah
data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai aat

menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Data kuantitatif pada
pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Surat Pemberitahuan Objek Pgak
(SPOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT.
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3.3.2 Sumber Data
Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah
sebagal berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pgjak dan
fiskus. Data Primer diperoleh dari data-data terkait pendataan seperti
SPOP pagjak bumi dan bangunan, penetapan pajak bumi dan bangunan
berupa SPPT.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data
olahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder seperti artikel

dan internet.

34 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata
adal ah sebagal berikut:
1. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan
buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan
dengan laporan Praktek Kerja Nyataini.
2. Observas
Observas yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis
dan sengqja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala
yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis
mengobservas data-data mengenai Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan(PBB-P2).
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIEAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
1. Kalimanian - Kampus Tegalboto Telp. {033 1) 335586, 331342 Fax (1331) 135586
Jember 6812 Emiail | (epidone oc b

Nomor : D602 /UN2Z5.1.2/5P/2018 14 Pebruari 2018
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Probolinggo
Probolinggo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir,

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa
kami di Kantor Badan keuangan Kabupaten Probolinggo. Adapun nama mahasiswa yang
akan mengikut keglatan magang adalah :

No NAMA NIM Program Studi
1. | tzzul Tham Zulmi 150903101045 Diploma 111 Perpajakan
| 2. | Debby Yulian Widiarso 150903101022 Diplama 1 Perpajakan
3, | Edwico Riza Ardyansah 150903101043 Diploma I1l Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampailkan terima kasih.

NIP 19610608 198802 1 001

42


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 2. Surat Balasan

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

JIl. Ahmad Yani 23 — Telpon (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO

i uw_g,a 7426.20472018

Mefem b ¢ Suprm dari : FAKULTAS TLMU S0SIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS JEMBER
Ternngeal 26 lsnuari 2018 Nomor @ 03I9UN2S I 2/SPA20IE  Perhal : Permohonan Ijin
Mayang.

Menginear - I. Undang-undang nomor |8 Tahun 2007 Tentang sistim Masional Penelitian. Pengembangan

don Penerapan Hmu Pengetahuan dan Teknologi;
L WMIMWWHMMTMEUmmeMW
Badon Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
3. Peraturan Menteri Daflam Negeri nomor 64 Tehon 2010 Tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Penelitinn,
Dengan ini menyatskan TIDAK KEBERATANWMMHBH

Mama Peneliti / Pernnggung Jowah TEZUL ILHAM ZULMI

NIDNMIP. o 150903101045

Pekerjaan/Tnstans ¢ Mahaskswa

Alamat ¢ JI. Husan Bisri RT 0TRW 01 Kel, Sumbertumsn Kee, Wonoasil
Kusta Probolinggo,

Thema/ Acara Survev/Resarch o Optimalisesi Penerimoan Pojak di Kabh, Probolinggo,

Diserah / tempat dilaknkan Survey / Rescarch  : Badan Kewangan Daersh Kab. Probolinggo.

Lamanmys Survey |/ Research ¢ 19 Pebruari w'd 13 April 2008 ifin berlsku scjnk 3 bulan surm
dikelunrkan.

Pemgikut peserta Survey £ Reoseanch 7 2 dum ) ornng

Ihwhrmm.nbmufhﬂw

m_lmﬂuwﬂm 1 % 24 jum serclah tiba ditempar yang dimjo diwajibkan, melaporkan kedotangnnnya kepadn
abit setempod.

. Mentanti ketentuan-ketentuan vang berlakny dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.

Mengagn tain fertib, kenmonon, kesopanan dan kesusitann, serta menghindar pernyatnan baik dengan lisan maupon
tulisan / hukisan yang dapat melukai ¢ menyinggung perasnan mspun ( nenghing Aguma, Bangsa dan Negara dari
4, Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan dilunr ketentuan vang telah ditetapkan sehagnimmna tersebut dinis.

5. Setelah berakhimye dilakukon survey |/ research diwajiblan terlebil dehalu melaporkan kepada Pefabal setempat

mengenai selesainys pelaksannnn survey / research sebelum meninggalkmm doerah survey ! rescarch.

6, Dalum gangka waktu | sstu } bulon setelah selesn ditakokon survey / resenrch diwajibkan memberikan lnpomnnya
secart fertulis tentang peloksanasn dan hnsil-hasilnya kepada Bupati Probolingge Cg. Kepals Bodan Kesatuan

b

Bungsa dan Politik.
7. Surst keternngan ini akan dicabut dan dinymekan tidak berlaku, apabila termyata halwa pemeghng sural keterangin
imi tidok memenuhi ketentunn sebagmimann tersebut dixtas.

Probolinggo, 7 Pebrunri 2018

An KEPALA
AN BANGSA DAN POLTTIK
Fﬂﬂﬂﬂm

3§
F
i
I
e
!
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Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIIME AN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
11, Kalimsian 39 Kampus Tegafbosa Telp, (03313 135586, 31142 Fax, {0031) 335536 Jember 62121

SURATTUGAS
Nomor : 1042/UN25.1.2 /SP/2018

Berdasarksn Surar dari Badan Keuangan Daerah Habupaten Probollnggo nomor
072/293/426.204/2018 Tanggal 07 Pebruarf 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang,
maka dengan ini Dekan Fakultas llmu Sosial Dan lmu Pelitik Unlversitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercamtum dibawah ini:

MO MAMA NIM Program Studi
1 | fzzul lham Zulmi 150903101045 Diploma 11 Perpajakan
2 | Debby Yulian Widiarso 1500031014022 Diploma 111 Perpajakan
3 | Edwico Riiaﬂrdra;;h | 150903101043 Diplama 1 F'EI'FIEJEJHI‘I

Untule melaksanakan kepiatan magang di Badan Kevangan Daerah Kabupaten
Probolinggo mulai tanggal 19 Pebruari s.d 13 April 2018,
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-balknya.

Jember, 16 Maret 2018
an. Dekan,
lan |

i

D, Hadi Prayitoo, M.Ke
MIP 196106081088021001

Tembusan

1. Badan Eeuangan Daerah Kabapaten Probolinggn
1. Koardinator Prods Déploma 11 Ferpajaican

3. Mahasiswa yang berzinghu -

d Perpoyaion 010
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Lamppiran 4. Surat Tugas Dosen Supervis

KEMENTERLAN RISET, TEKNOLOGL, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
11 Kniimantan 37 Kampus Tegalote Telp, (0331} 335586, 331342 Fax, (03 1) 335586 Jember 68121

SURBATTUGAS
Nomor: 1045 /UN25.1,2 /5P /2018

Dekan Fakultas limu Sosial Dan [lmu Politile Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, MAEB,
NIP + 198710232014041001
Jabatan : Lekvor Kepala

Pangkat, golongan < Pembina [V/a

Sebagai supervisl mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas flmu
Sasial dan TImu Politik Universicas Jember dikantor , terhitung mulai tanggal 19 Pebruari
5.4 13 April 2018, Adapun nama-nama mahasiswa sebhagai herikut.

MO NAMA NIM Program Studi

1 | Edwico Riza Ardyansah 150903101043 Diploma 1 Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2018
an. Dekan,
Waldll Deban I,

L .

Dr. Hadi Prayitno, M.
NIP 19610608198802100

Tembusan
1 Delcam FISIP Universitas jembes

2 Keordinstos Prodi Diploma 1 Perpaj FISIP UNE]
3. Hasubag Alademli FISIP UN

o8 Porpiokan 2
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS JEMBER

KEMEMTERIAN RISET, TEKMOLOGE, AN PENINDIEAMN TINGCI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
A1, Kalimaninn 37 Kampes Tegalbooo Telp, (1331) 335586, 335342 Fax, (0931) 333586 fember 08121

Nomor : 1062/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Alchir Program Studl D 11l Perpajakan
Fakultas limu Sosial Dan [imu Politik Universitas [ember, maka Dekan Fakultas [lmu Sosial

Dan Nmu Pelittke Universitas lember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

FANGRAT/ l
]
MAMA GOLONGAN JABATAM | KETERAMNGAN
| 1 | Dirs, Didik Eko Julianto, M.AB, Pembina Lektor oru |
| NIP. 196107221989021001 I¥/a Hepala
Lintuk membimbing laporan hasél praktik kerja nyata mahasiswa :
Mama : Edwico Riza Ardyansah
NIM : 150903101043
Program Soudl DI Perpajakan
Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Kevangan Daerah
Probolinggo
Depmikian untulk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
[itetaplean di jember

Tembusan

1. Dasen Pembimbing

2. Rasubag. Pendidilan

3, Mahasiswa yang bersanghutan
4. Kaswhag. Keu & Kepag

5. Pertinggal o

e g ptrpiine
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Dr. Ardivanto, M.5
MIP 195808101987 021002

Pada Tanggal : 16 Maret 2018
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Lampiran 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWS,
PROGRAM PRAKTEE KERJA NYATA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

47

TAHLIN 2018
MNama VLD BTZ) ARDYAMIAN
NI i L e S

_Nu Targgal JamDamn%_m T Fiteng Helerangan

1 19 Febmnr X8 | gz L F] T,
2 poFebrion 2015 | #7.3p % - 00

3 B Febranri 2004 &7 2 W [ 8 2

4 p2 J'libmnrl 3018 o W K. 08 ;

S pPIFebeeri 3 | oorap [ e ol

B [6Febreari 2008 | mup | el 1500 =

7. p7bebnari 2018 | o710 5o 5

B [E Februor 2015 0. ﬁ 1500 E
8 Bl M 2018 a0 | e 15w ]
10 |02 Marct 2018 o730 éﬁ LT [
11 5 Maret 2018 790 | T u Ve '

T2 [ Morer 2018 w30 | Y

T3, |17 Maret 2018 b7, 4 E*‘ﬁ 1500 %__

14 U!_t'fnrelzlhu -t fﬂ:% __[;.ﬂ.‘.l . : —
15 |9 fobares LY £1.%n (ﬁ 7l =

16, 12 Mares 2018 — 1 ED Cfﬁ ¥ eompus
17, 113 Marer 2018 - i = j e Eampl
18 Jid Marer 2015 FR 18 B0 !

W, HE e 2012 (i '_:Eiﬁ % J
Probolingge,

Februarl 2018
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DAFTAR HADIR MARHASISWA

PROGRAM PRAKTEK KERJA MYATA

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGD

TAHUN 2018
Nama Efhefile Blza  ARETACCA N
NIN bl ot s RS
e Tanggal Jamﬂman%d e Pulan%w Keterangan
30, 1t Wlarer 20014 P W 0 00 c-_g?&“‘% -
2L [ Mart 2018 | 0790 g 1.0 M
2 FNa | 0.30] g | 600 | Clee ~
23 1 Marci 206 03 | e | o |l
A vl Taio | L | 50| Cle®
Z8 B3 Mnrel 2U1E 020 2 T ("ﬁ
26 [ Marm 2008 730 % 15 B0 C';Hi
MmN g | g | S0 | e
7B [F Mt 2018 07.28 W K oo Qﬁ
29 P9 pmren 008 s H 1500 W
T0 02 Anrl 2018 ﬁia_% o | e
31 ApmiznE | D70 BT 1n-ol QE
J2. P April 2018 o5 %\ 1w -UR =
33 s Aprl 2018 or- 10 dﬁ [ia]
T4 April 0IE mat )
|35 |m Aprl 28 GETS) o 5.0k :
B |16 April T01E 010 4500 ﬁ%
a7 it Aprit 2018 07-30 1500
T A INE | GLWD BT E;I’?;"
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Lampirann 7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata

EEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDHEAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
N aimastan - Kampes Togalboia Telp, (T331) 338585, 331342 Fao (0311} 333535 Jember 68121
Emll - fuipusesdiclkomael T (63011 3275

NILATI HASIL FRAKTEK KERJA NYATA

PROGRAM STUDI DIPLOMA II1 PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NO. |  INDIKATOR PENILAIAN ANG:;L Al e :
| | Penguasasn Materl Tugas 74 [f‘#““ ’p-;mui Lava ) | AB
3 | Eiika Jo ( delepan  putid ) A
4 | Disiplin o ( Adapan pulich ) A
NILAI RATA - RATA |
Identitas Mahasiswa yang dinilai :
L Hama CEDWIED  RIZA  RRDY ANcds
MIM Tk (o Tt R
Jurusan :I.Inmﬁdmmstnm
Program Studi : Diploma 1 Perpajikan
. Mﬁg . STt .;uyﬂ‘mé seoc
&l el )
i ’E&rw T A misfnm.uaw
e - EAOAN EE AN GAN TAE RAN EAR PEOAOL Meen
Tarda Tmm:

PEDA i
NO.| ANGKA | HURUF KRITERIA
g | =80 A latimews
2 | 7esrB<80 | AR Sangat Baik
3 | TosB<7H B Bak_
A | e85sBC<70| BC Cukup Baik
§ | BOsC<8s [+ _Cuk
6 | S8sCD<60| COD Kurang
7 | 50=D<55 o __Kurang |
& | 45sDE<50 | DE Sangat Kurang
g =45 E Sangs! Kurang
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Lampiran 8. Daftar Konsultasi Bimbingan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
1. Kaliinaman - Kaingras Tegaltesi Tefp (80001 15580, 151342 Pan 001} 334588 Torher BEE2
Emaul. fivspuecsi)

R . lgin (RN AR TI0

DAFTAR KONSULTAS!I BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA 11 PERPAJAKAN - FISIP UNE]

a - maz
Nama L Bvrlmij‘_"'dm“ﬁ" H
MMt s JEtsonicig 4 -
Jurusan : T Administrasi
Frog Studi : D i y i
Aluat s - D Suer Bt emaypn | @la U BT R POV 14

Juetul Laporan :
{bahuen [ndunesin)

Progedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunen Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada
[rinas Pendapatan Dacrah Jember
{bahasa Enggris)

Procedure of Collection for Urbon-Rudal Land sl Bulding Tax (PBB-P2) by Polling
Technigque 0t Revenue Departement Jember Regency

Dasen lehimbmgﬁ'r_‘_.?lﬂ#,frn]'h'm' T

| TANDA
NO | HARUTANGGAL | JAM URAIAN KEGIATAN ANGAN
3 i PEMBIMBING
1 Cilptn, 27 Hpol ET| 9.00- 0940 | Mingpju¥ent yudel TA l. j
2 Wobe, tHMAT 2018 | n te- bt | Bisabiveee Bab i~ 2 {
3 [Jemod, th PV ] 08 N0~ 0800 Bimbingen Beb 1 -3 :
4 [Cuon v vAt il [oa Wecq.30/ Ace fab 1 -3 N ¥
5 |Sewin, % Jeit WA (0001030 |Bwmbingoe  Balp 4- € ’\g { ‘;
6 | Stlesa, b Yt el e~ 103o| Aet Bew A- 5 (¥
7 | Yarwic 78w 208 [ €3 tc~ A% Acr Cidavy \)?" )
k
Cataton

- Lembaran ini HBAWA saal konsultasi agar ditanda tingan Dosen Panbimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange puda sant mendafiar sidang laporan hosil PEN
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Lampiran 9. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

e Bl WA & T, (0P
“IF—”“”'“”'J“””I[llHrll[L
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= TTer—

" PR SUELES

' 3 Ty

ﬁf—ﬁl!'.' [hary [(hrowwes [T e

2 PN S PR e AEE
IR EESEEENTENNNARERNNEE NN
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L1

|
umnlrmmnmmrr‘n"'i"""‘

HEREE!

”l””llillllliiifﬂ ERNERE
30 KASUPATEN | £OTAMADTA - MOCE
HII]IIIIIIIIHIIILII

21 Nowaca KTe
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UPT Perpustakaan Universitas Jember

{1 B 2 0 O 2 I vaestmeueLhmeg s [ T 171 T 171 1 ]
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Lampiran 10. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pgjak (L SPOP)

T
AW

p MN'E‘I.MT FEMBERITATUAN COILIER PAJAK

[ o pawmane [T T LI |

[ s

] 1, Perelinisan D
] 4, iz m8ivichaa]

D I Pomutakhionn Dita

[T 3 Peghopasan Dasa

FRCUDENT KRG

KELDES. DLOK  ROLUT KODE

3065 revcouNasN [J] 1 rerumaian
TANCRNAN
(17 sosetwisms

D 10; Lo ey

D 11, Aparmme

[ & rikompatitbaseibiia

CT1CTICTT O] CT0] CTITT [

D & Perkmnictnn Swinka

(] & Huomab Sakcrini

[] b WenghliedungFestsnian
D Il Bng Tidak Kaza [Majak

U 14 Poenpn. Begaig

L] 1t Seaintin

1 IUMLAT BN
A, BANGLMNAN KE

[] 5 pasrik

D 4. Olaly Raga/fakeeast
[]% Gedung lremerntst
D 12, Bangansn Parkir 1
[T] 18 Famighit ik

i LUAS BANGUNAN T
(M)

o mwomancey | T
o miyomeNovast [T

T JUMLAH LANTAL

10 DANA LISTILK

HH|

E R 8 2 e W

TERPASANG (WATT)
11 KONDES PADA I Saigat Z - Bok 3, Bk A% el
UMEIMBYA D Mk ]:l D " D i
iExowsTRURst  []1 e []1 Beten (s beusen  [Ja K
i1 ATAp- [ Desraban’ = G beson’ []s O Himsa [C] e st []s seme
131 E3trur
1 DINBING [0 el (]2 Besan (s peupaw  [Ja ke []s seas
&l umminising Cainbiak
[Jo micak gita
18 | ANTAL - [ ormemin B3 e [« :,Iuin o] 5. Semiss
Mapan
iLangiELANGT  [] 1 Akui Cla miplewastes  []3 Todak ada
! Hari
> 1] so L] window | 18 AC Semem [ 1 Ada [] 2 mascada
T 20, LUAS PEEEINA SN HALAMARN
= RENANG M2 [0 Ringany S Terat
D 1. Diiplester D 4. Drerigan Sedan TTI T
Filupik ¥ F:wmanemuu
DOHEAMPY LAMED |22, HILIFT 3 JUMLAT TANGGR
Peuanpng DERIALAN
Aspad Eagiil Lbr < 68D 84
Tatish Lint/ |
Rumgil g Lot g H H
D:Dj kL3 mﬂ:&q |m Tidinnt T 1 Aan T
(] owemesi [ 200w Y Ot Senkier O 1Ak )2 TdakAle
Biiako 1 O3 FimAl sy ]2 Ttk
37, KEDALAMAN SUMITR
ARTESIE (a3 EEEE
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Lf

B TR/ EE UMV EH TANIAN (1M 308

2E TG KOLOM (W)
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- 1E
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[0 OLAHRAUASERREAS] (IPH = 5}
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Lampiran 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

“0 B 51935{4_ W

N B g T L=
'%mei ﬁaubmeu anauuueﬁn . i sl _
: BADAN u&unm;-m DAERAH - : S LE A e 3 BPPPE By i e R

B T = : ; |umﬂfnwmﬁﬂmmﬂﬂﬂiﬂt'\
35 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  AKUN: 411311 7,

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018  PEDESAAN =
CINOR: 35013, 140. 003 DOO—1418. 7 #104031812301 21 A0M23BE03EL 014 B
e LETAK DBJEX PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK i
~| os e=sorod AGUS SALEHUDIN ¥
RT. 000 AL. 00 PREL:23 DUSUN GILIH i,
SEBORO AT. 001 RW. 03
HREJENGAN SEBORC {&
#A8. PROBOLINGGO WAE. PROBOLINGSO b'*'l
MPWFD HELUM ADA 1I
E[ osuEK Palsk LUAE [n77} KELAS MJOP PER m® (Rp) TOTAL MJOP (Rp) hE
i TBOrT 37| UE3 38, 000 ©5. 004, 000 :}ﬁ
S DANGUNAN 0 o O A
« | ;]
N.JOP Sebagel dasar pengenaan PEG = 23. 004, 000 4-:1
;| MIOPTKP [MJOP Tidak Kena Pajak) = o @]
it MIOP wildk panghitngan PRE " 23. 004. 000 |
5 ' 0. 100 |5
(| PBS Terhulang = 23, 0049 ,?|
Faktor Fengurang./Kebijakan Pengenaan : 17. 483 ’:-;.
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DEAYAR (Rp) 10. 000 |
;{ BEPULUH RIBU RUPIAH ]
e oy
: TGL JATUH TEMPO 30 SEF 2018 FPROBOLINGGL: O& MAR 2018 -’E
.l TEMPAT PEMBAYARAN -BAMK JATIM CABE. KRAKSAAN KEPALA ]
= :.?_:
':_.: .ﬁ:
i EANTIYOND, SE, MM B
= NIP 195408011992021005 2
S e A i ?a,,
[ - : \
= NAMA WP 1 oAGUE BALEHUDIN Diterima gl : ]
[i.| Letak Objok Pajak - Kecamaten KREJENGAN Tarda Tengan @ L
f"é DesaMedranan SEEORO =
= NOP ; » 35,13, 1480 003, 000-1418.7 ;
ol SPPT Tahur'Rp, o2ote = 0Ly 10, Q00
; p?l{”‘ma‘hﬁ “’W w "“?'\r ':r-' u-S 'u“' -'-\:f'- }'\'.'!'?h_.\ el 5 ft"_, AL I' Gl i ]
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UPT Perpustakaan Universitas Jember

Lampiran 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negarn Kesatuan Republik Indonesin merupakan
negarn  hulum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dazar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkaon tatan kehidupan bangsa
yang aman, tertib, sejahiera, dan berkeadilan;

b. bahwa dengan berlakunyas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali ternkhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenatang
Perubahan Kedus atas Undong-Undong Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintnhan Doerah don Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentong Perimbangnn Keuangan
antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyl-lcnﬂnrnnn pemerintohan daerah dilalukon dengan

kewenangan yang seluas-luasnya, disertad
d.cng-.n pemberian hak don kewajiban menyelengegarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggannn
pemeriniahan negara;

¢. bahwa pajak dacrah dan retribusi dacrah merupakan
salnh satu sumber pendapatan doerah yang penting gunn
membiayni pelaksanann pemerintahan doaerah;

d. bahwa dalam rangkn meningkatkan pelayvanan kepada

aknt dan kemaoandirinn daerah, perlu dilnkukan

perluasan objek pajak dasrah dan retribusi dasrah dan
pemberinn diskresi dolam penetnpan tarif;

e. bahwa kebijakan pajak doerah dan retribusi daernh
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilon, peran serta masyarakot, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potenal doerah;

f. bahwa . . .
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f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, periu

disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;

g bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huraf b, huraf ¢, huraf 4, huruf e, dan
huruf f, perlu membenmuk Undang-Undang tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat  : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat
(2). Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUS!
DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ind, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengamr dan mengurus urusan
pemerintahan dan  kepentingan masyoarakat setempat
menurut prakarsa sendir berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .
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2. Pemerintah Pusat, yang selanjuinya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekunsann pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggarann urusan
pemerintahan  oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurat asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

4. Pemerintah Daerah adalah gubemur, bupati, atau
walikota, dan perangkat Daerah sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnyva
disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagni unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau

bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah
kota.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah
kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah.

9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur
dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yvang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

11. Badan . . .
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11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatmuan, baik yang melakukan wusaha
moupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan  terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara |[BUMN), atau badan
usaha milik daerah [(BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi., koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan
dan /atau penguasaan kendaraan bermotor,

13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan
darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-
alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di

air

-

14. Bea Balik Nama Kendaraon Bermotor adalah pajak atas
penyerahan hok milik kendaraan bermotor sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan
yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

15. Pajonk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor,

16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis
bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk
kendaraan bermotor.

17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan air permukaan.

18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada
permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang
berada di laut maupun di darat.

19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukal rokok yang
dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

59


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

UPT Perpustakaan Universitas Jember

-39.

i2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga
pasaran umum Sarang Burung Walet yvang berlaku di

daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung
Walet.

Pasal 75

{1) Tarf Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi
sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 76

i1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di
maksud dalam Pasal 75 ayat (2} dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

i2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di
wilayah  daerah  tempat  pengambilan  dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet,

Bagian Keenam Belas
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 77
(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikunsai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiaian usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
i2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks
bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya,
yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks
Bangunan tersebut;

b. jalan . . .
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jalan tol;

kolam renang;

pagar mewah;

tempat olahraga;

galangan kapal, dermaga;

taman mewah;

tempat penampungan/kilong minyak, air dan gas,

pipa minyak; dan

MEeEnars.

(3) Objek Pajak yong tidak dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesann dan Perkotaan adalah objek pajak
yang:

a. digunakan oleh Pemerintah don Daerah untuk
penyelenggaraan pemerintahan;

b. digunakan semata-matan untuk melayani kepentingan
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan
dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala,
atau yang sejenis dengan it

d. merupakaon hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yvang
dikuasal oleh desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga
internasional yvang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangnn.

4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan paling rendah  sebesar  Rpl10.000.000,00
{sepuluh juta ruplah) untuk setiap Wajib Pajak.

{5) Nilai Junl Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagnimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah,

FE RN T

Poasal 78 . . .
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Pasal 78

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesann dan
Perkotann adalah orang pribadi atau Badan yang secarn

nyata mempunyai suntu hak ates Bumi dan/atau
memperoleh manfast atas Bumi, dan/atau memilild,
menguasal, danfatau  memperoleh manfant atas
Bangunan.

{2} Wayjib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah eorang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh
manfant atas Bumi, dan/atou memiliki, menguasal,
dan fatau memperoleh manfoant atas Bangunan.

Pasal 79

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
don Perkotann adalah NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setinp 3 |tiga) tahun, kecunli untuk objek pajak
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesual dengan
perkembangan wilayahnya.

(3] Penctapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 80

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotann
ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma tiga
persen).

(2} Tarfl Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal B1

Besaran pokok Pajauk Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang terutang dihitung dengan carn mengalikan tarif
schagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar
pengenann pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat
(3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Pasal 82 . ..
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Lampiran 13. Perda Nomor 07 Tahun 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FROBOLINGGO
HOMOR 1 07T TAHUN 30132
TENTANG

PAJAK BUMI DAN BARGURAR PFERDESAAN DAN PEREOTAAN

tenimbnng

Mergingnt

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI FROBOLINGOO,

n, bohwa pajek buml dam hnﬂm wilnyah Kabopaten
Profiolnggs  merupnkng. I.uhhpm sumber  pendapatan

dieimh  yang  penl | Cmemhimynd  pelakaaiman
Pu'nrrmh:d‘l.pue -.

b. bohwa [ el ?h_gﬂgr mann Panal 2 wyar |2 horaf
Uhl!nh"_l-l.l fid i ‘ 28 Tahun 2009 tentang Pajek

Drascrafy w‘hﬂm Dhiernh, discbatkan baliws Pajak
I hﬁ;ﬂ

/ﬁ}m man Perdesasn dan Perbodann mesupokon
wroh |
- ha|:w:r berlasariun  perimhangan  selagaimannna
ﬂimErmurl padn Bural w0 dan hanul b operdu menbentuk
Permturan  Daernh Eatropoten Probolinggs  tentmng Pajalo
Bumi dan Bangunen Perdesaan dun Perkoiman,

I Posal |8 syt | Unciong-Unclong Dmsar Megara Repurbdile
Indonesin Tohun 1945

2. Undong-Undsrg MNemor 12 Talum 1980 tentong
Pembaerniuing Dluerab-ilacrah Ealnipaien allnin
Linghkungnn Propinsi  Jown Timur schagnimann  telsh
diubnh dengan Unidarg-Unadsngg Moo 2
Tahun 1965
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a. Un.dn.ng-!.lml.n.ng Nomor 5 Tabun 1960 fentang
Pokende-Pakok Apraria [Lembaran Negurn Fepublik Tndomesia
Tohun 1960 MNomor 104, Tambohan Lembornn Megars
Republik Indoneais Namar 3043 ;

4 Undong-Undang Nomsr B Tabhun 1981 tentomy  Hikoem
HAesrn o Pidsnn [LemBoran Negarno Repaldile  Inedonmeaia
Tahun 1981 Nomar 76, Tambahnn Lembarnn Negnme
Republik Indonesis Nomor 22006 ¢

5. Usdang-Undong Momer & Tabun 19831 tentung Ketentuan

Umum don Twts Cars Perpajakan  |Lembaran Negnrs

Repuhizk Indonesia Tabun 1983 Nomor 49, Tombohan

Lembaran - Megatn  Repubilik  Indanesia MNomor 32025

sehagiimuns  ielb diubah  deraklie  ketlgs  dengan

Unidang-Undang Nomor 26 007 {Lembaran Negara

Republk Indon=sin T or 45, Tombohan

Lembaran Negar Repgu Momor ST1G) |

Usnidang-Lndang 1907 tentang Penagihan

{Lemnbaran Megpra Republik

a Momaor 3686 sehngaimans telah

7. Undnng-Undang  Nomar 26 Tahun 1999 iondang
Peoyelenggamasn  Negurn  ymng  Bersih dan Debas  don
Korupsr. Kobusi dan H:pnd.l.ml: [Lembarnn Megara Hepublilc
Indancsia Talun 1993 Nomor 75, Tambahan Lebarsr
Mugara Republik Indenesia Nomor 3351)

#  Undong-Undang Bomor 14 Tabun $002 teninng Pengadilan
Pajale [Lembaran Negure Republik Indopesin Tahoan 2002
Nognod 27, Tambskhan Lembaran Negara Repabiik Indoneaia
Momor 4LHT) ;

9. Undang-Undong Nomor 17 Tabon 2000 tentang Keuongan
Mepamn {Lemboran Magars Republik Indosesin Tahan 2003
HNomor 47, Tembahan Lembaran Negara Repoblik indonesia
Momor S8
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10, Lln.dn.ng-!.lml.n.ng Nomor | Tabun 2004 fentang
Perberdabinrann  Negarn  |Lemboaran Negors  Repusbiil
Indanesin Tahun 2004 Honsr S, Tembahan Lembarsn
Neganm Repuhlik Indooesin Nomor 4355) ©

11, Usndang-Undang  Nesmar 15 Tahus 2004 lentany

Pemerikeaan Pengelnlaan do Tangiiing Jawab Keoamgai

Hegnm {Lemboran H-rw.m Fopublik Indonesia Tahum 2004

Hpmor 6, Tambahan Lembaran Negana Repabll ndonesis

Moenod 4400] |

Undang-Undang Memar 32 Tabun 2004 tenfang

Pemenntaban  Deermh |[Lembaran . Negorn  Republilc

Indoregin Tahun 2004 Nomor 28, Tambahon Lembormsn

Hegnga Republik Indonssin Nomaor 4437) sehagaimana telal

dinboh  tegakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor 12

Lol

Tohun 2008 {Lemboran Republie  ndomenia
Tahun 2008 Nomaor Lembaran  Negara
Repahidk Indonesin N +

13, Uﬂﬂung—lln.*ng 3. Tmbin 2004  tooidnig

Pemesintaly  Pusat  dan
[Lembiaran  Negari  Ropisbilk-
Namor 124, Tambahon Lemborsn
doresin Normar 4438) ;
by Nomor 28 Tahun 2004 fentung Pajok
| Betribuss Daerah (Lembamn Nepars Republik
a Tahun 20609 Nomor I.!tll.. Tambahon Lemboran
nra Repiblik Indonesin Nomnr 5049
15 Undong-Undong  Nomor 12 Tobhun 3451 teniong
Pernbwmtubnn Feratirin Porundang-undangan (Lambarmn
Negarm  Hepoblik  Indonesin ‘Tobon 2011 Homor B2
Tumbehan Lemboran - Negira  Republiks  Indonesia
Momor 5394] 5
16, Perwiuran Pemerintah Noonor 27 Tabun 1963 entang
Pelaksanann Undang- Undang Komar & Tahon 1981 Huobom
Acam  Pidann  |Lemboran  Negassn  Bepubdik  Indoneais
Tohun 1983 Nomor 36, Tambohan Lemboron Megaro
Raparbiik Trddomiesin Momos: 3258) selsygaimans telah dintab
dengon  Peroturan Pemersninh Momor 5B Tohun 2010
{Lemboran  Megarn  Ropublih  Incdeoesis Tabun 2000
Nomeor 940, Tunbehan Lembaran Megara Republik Indosenis
Moknisd SE45]
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17, Peraturan Pemerintah Nomar 135 Tahun 20040 fentang Tata
Corn Penyitman dalom  ranghs P it Pajuk
Bornt  Paksn  (Lemboran Negarm:  Repoblic  ndooesin
Tohun 2003 Momor |33, Tombohan Lembaran Negora
Repuhbik Indonesin Nomor 40445 |

18, Porsburnn Pemmerintnh Nomsar 55 Tahun 3005 tentungs Duna
Perimbangnn  [lembarnn  Negora Republik  Indonesis
Tohun 2004 Momor 137, Tombahan Lembaran Megar
Repubiil Indofiesia Nowor 4575 |

19, Permliurnn Pemeriniah Hpmor 58 Tehun 2005 tentang
Pengelofann Keunngan Daerah (Lembaran Negarn Republile
Indonesla Tabuapn 2005 Momer [40, Tambsbon Lemborsmn
Megnrs Repaibilik [ndinesin Namar 457R) ;

20, Perwturan Pemérintah Nomgresg® Tahun 2005 tentang

Femerutalian i = Megara ‘F!:puhllk
TpnBaresia Tabion * 165, Tumbahan Lemlbaran

21. P BiMomor 69 Tahun 2010 tentang Tats
i Pemnaninaion Insentf Permonguian

fin Retribuei Tneraly [Lembasun Negari

n Megarn Republik Indorssin Nomor S161) ;

Pemerintal Nomor 91 Tahaun 2070 wentang Jends
Pajak yang dipungut berdasarkan Peoetapsn Krpals Doersh
mlau Dbayar Sendin aleh ‘Wajib Pajpk (Lembaran Negom
Republik Indonesin Tohun 2010 Mamos 153, Tumbahan
Larmbarkn Negan Republik Indarsesis Nomer 5179) ;

23, Perwturnn Meoteri Dadam Negeri Nomor §3 Tobun 3006
tentnng  Pedomnn  Penpgelolann Keuongan Doerab
schaguimans telah  diuboh  dengen  Permmran Menten
1l Negesl Moonoe 21 Tabkun 2001 |

24, Perwivren Menber Dalam Megeri Nomor 53 Tahun 3011
tentung Pembentulean Produlk Holmom Daerab
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25, Peraturan Bessama Mentesl Keoangan dan Menferl Dalom
Negerd  Nomor TG TMEDT /2000,  Nomor 58
Tohun 201 tentong Tahapan Persinpon Pengaiibnn Pajak.
Bumi dan Bangunan Perd n dan Perk Sebagai
Fajale Dassab |

26, Persturnn  Dasmh Kabupeten Probolingg Nemor 09
Tohun 1957 tentang Penyvidik Pegawni Negeni Sipil i
Linglungnn Pemerintah Kobupaten Probolinggo @

27, Peraturun  Daerah  Esbupoten Probolingge Nomor 09
Tuhun D007 tentang  Organiessi  din Tata Kerja
[Canas-Dines Exbapaten Probalinggs ;

28, Peraturin  Daerah  Kabupaten  Probollngge . Nemar 09
Tahan J00R tentang Pokuk-Pook Progelolsn Keusngsn

Menetapkan EAHUPATEN FROBOLINGGO
AR BETMI DAN  BANDUNAN PERDESAAN
AAM
BAR |
KETENTUAN UMUS
Pasul |

Dalam peraturnn il yang dimaksud dengan :

1, Deezah, udalah Rabupaten Probolngsn.

2 Pemwrintnh Doernly, sdalah Pemerintnh Knbupeten Probolinggo.

&, Bupati, adnlah Bupati Probohngge.

4, Dewnn Pergukilnn Ralyot Doerah yang selanpuinya disingkat DPRD, adalab
Dowan Perwskilan Rakyal Dacrals Babapaten Frobalingo,

Angpmran Fmd.lqml:n.n don Belunga Daersh yang ssinojuinys dismgksd AFBD,
ucfalab rencana keusngan tahuran pemerintaban daerab yang dibahas dan
disengjul bersamm oleh pemerintah doerah don DPRD yeng dicstapkon dengan
perafuran daesab,
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i, Dinas, adalah Dinas Pendopatan Kabupaten Probolinggo.

T Kepals Dinas, adnlah Bepals Dines Peodnpaton Katopaeton Probolinggn

&, Pejohot ying ditunjuk, odofsh pegawai ynng diberi tugas tertentu dibidang

R Pajak Daerah yang selanjutoys disebut pojak, adalah kaotribusl wiejib loepda
irrwh yang berutang oieh orang pribedioatsn beien yang bersifsl memakas
berdasarkan Undong-Undnng, dengun tidak mendapatknn imbolan secars
langsung dan digunokan ontuk Keperluan dasmb bagl sebesar-besarms
I mabimu s rakyat.

10, Budan, sedalnh sekumpalnn crang dan/astag medal vang menipakan kesatann,
baoil yang melakukan usaha mavpun yang cdak melakukesn usaha yang
mcliputt persernan terbatus, persercan Kemondier, persefann labnnys, Badan
Usabin Milik Newarn [EUMN] utou Badan Usaha Milik Duesah (BUMD) dengan

nwma dun bentuk mpape, firmme, -Heorgsd, i penain, perddiitain,
perfonmpulnn, yayasasn, Grganisnss, bk mbon oTganisasi
lainmye, lembags dun bentuk  bedan 1 Kool nvesinsd
leailefer I dan Bertuk vsabn tetap,

11 Pajak Bumi dan Bangunmn aan, sdalah pajnke nise baam
tinnatng bangunon yang i atan dimaniantlmn oleh arang
pribodi atau badon kecuol dijunaken untuk keglatan usahs
perkebunn, pech

12, Bumi, adalsh FTNE m umnnhthnp:tuimpndnlumn
sert lout wilavah

13. Bangunan, sdalah telenils yang ditieam atau dilelatlon pecara

tetap padi tammh denf adoaw permiran pedalaman danfatau B,

14, Hilad Jual Obyel Pajuk ymng selonjutnya disingkas MJOP, sdolah hargs
rata rata yang diperaleh dord rransalon paal belt yang terjadi secorn wajor dan
bilarng  Udak terdopat Sransabed deal bell, RNIOP ditentubesn mebibul
perbandingan harga dengan chyek lnin yeng se3onis, aleg milad peroleban baru
ninu BRI pengganie

18, Bubjek Pajak. adalah arang pribadl atao badan yang depar dileenalan Pojalk,

16, Wajib Pajak, adalsh orang pribedi atau badan, meliput pembayar pajak,
pematong. paiak dan pemungut pagak, yang. mempuryal hak dan kewajiban
perpajukan  sesuil  dengen ketentuan  peraturan  perundong-undongan
perpajakan duerah,

17, Tuhun Pajak, sialah jengks waktu yang amanys | (satu) tehan kalender,
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I

1H, Pajak yang rerutang, adaloh pajak yang hores dibaoyar pada sopfo sast, dalam
muss pajak, dalam tabin pajok ateu delam beginn inhun pegak sesund dengan
Ieeteniunn perptumn perandang-andamgan perpajokan doemsh,

18, Penumgutnon, adalah suatn rongknian kegiatan malal dan penghimpunon data
mjel dan sulgek pajuls, pesentuan besarmys pajak yong terstang aamgal
leegintan penagibun pajek Kepods wijib pojak geris pengawasan selorannys.,

20, Surat Pemberdahunn Pajak Darmb yang selanjutnyn disingkat SPFTPD. adalah
surat yang oleh Wajih Pajok digunakon untuk melaporkan penghitongamn
tupjutay pembayaran  pajelk, objek pejak danferau bukan objek pajadk
dun/atog hartn  dan keswgiban  wesuang 'rh'n.gun krteniuan  peratiicmn
prrundang-undangan perpajokon doernh.

21, Surat Pemberitabunn-Objek Pajak yang selanjutmyn distngkst SPOF, adolab
stral yung dagunakan aleh wajit pajak uniuk melsparkan dets suldek dan
vhijek Pajul Bumi dan H-u.rl.pl.nurl Perdessan teotumn scaual dengnn
leeteniuan peraturan perundang-andangan i

23 Hurat Pembertiahuan Pajel Teruteng yan i disingkut SPPT, adalal

aural yang digunakan uniuk mes Pajik Bimi dan
Biangunan Perlessan don Perkiiman Teepadn waiib pajnk

21, Borat Seforun Pojak ; disinglat SSPE, adalah bul
pembayuran  niaun  pery ( yang telsh  dilakukan  dengan
gk i kan dongin cate lain ke Eas Doerah
melshii et itiamsjuk rieh Bupnti.

24. Burat Ketetapan yvang selanjutnya disingkar SKPL, adolah surat

beruitieng,

25 Burat Hetetnpkan Pajak Doerab Wihil yang selanjutnya disingkst SKPDN,
ndolah surar ketopan pajak yang menentukan uminh pokek pajak sama
berarmym dengan jumlsh oeedit ik atiu pajuk tdak terutang don ik ide
Terndfil, pajak.

26, Burat Heteimpan Pojake Daerzh Lebth Boyar vang selnnjuinya  dismnglst
BEFOLB, adalah surat ketetapan pajok vang menentulon jumlal kelehihan
prmbayuran pajolk karena jumbah keedit pojak lebih bear danpada pajak yang
teruiang atna sehaneenya tidak forsiang

ay. m:mmmmmﬂmdﬁmmﬂm.m
untuk melslioukan tagthan pasak dan/atan sanksd administracif beropa bungs
danfatan denca,
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2H. Horat Keputusan Fembetolan, adalab sorat kepotusan yang . membendian
losealnhar fulis, Kosalokan hiting dan/sdsn  ftkdliram dalem proergpan
Iceteniunn tertentu dadom peraturan perundang-undengan perpajakan doerab
yang terdapar dalom ZPPT, SKPD, SKPON, SKPDLE, STPO, Surat Heputusan
Pembefuban s Surar Kepuiusan Keberaian.

2%, Surst Kepatuenn Keberstan, sdaloh sirnt kopuiisan sins keberafan terhmdap
8PPT, SKFDy, BEPDN, SEPDLDE atau tethudnp pemotangan nin pemungutan
el pilsake leetign vang disjulcin oleb wajib pajak.

A0, Purusan Banding, adalad) putiasn badan  persdilan pajak acas barding
terhadng Suwrnt Keputizsin Keberatnn yang dinjuban oleh wagil pajek.

1. Pemeriksaan, ndalsh =erangkaion kegiatan menghimpun dan mengolah data
leeternngan danfatan buktl yeng dilaksonakan seciorn obpektlf dan prodesional
berdanarken  wuatd wapder  pemerikasann  aniuk o mengadl  Repatuhen
prmenihan kewnjiban perpajakan doerah doamf winitiak tugunn lnin dnlam
rangks  melnlaanakmn  leelentoan n rumd nng- und angan
perpajakan daerah.

32, Penplilikan Tindik Pelina ditidang j . diduh eevarghnian

33 Mt Sl udalslh e migeri aipll ertaiti yang diben
terhadap

MAMA, OHIEE OAN SUBJER BAIAK
Pasal 2
Denpnn nmmen Pajak Bumi doam Bangunam Perdesann dan Perkatann dipimgun pegalk
s Bomi dan atan Bangunan yang dimilild, dikonsai dan et dimanfEatkan ol=b
crang, pribadi atou Badan kecusll kowesan yang digunakon untok kegiatan usahs
prrhotanan, perhutsnan dan permambangan

Pasnl 3
(1} Objek Pajak Bumi dan Baaganan Perd dun Perk dilahy Ty
i alat bangunan yang SimiEk, dikuarai dan fatan dimanfatkan oleh arsng
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2} Termasuk dolam pengertian hangenan adalah |
o alun lingkunggan yang lerloiak dokam satu kompleks bangunon seperti hotel,
pobirik dan emplasemennya yung merupoksn suatn kesatusn dengan
knmpleks hangunan tersebut ;
b, gt ol
e Eelam rensamge
i pngar mewah ;
£ fempat olohrag ;
I galungan kopal, deremigi |
& isman mewnh
h. tempat pennmpomngnflilang minyak. aicdom s, pips minak : dan
. menarn
[ Ketentuan mengennd krilerin pagas mewsh, lempst ciabings dan tanan neash
dintur lebiki Janjut aleh Bupati.

4} Obiels pojak yang tdok dikenakan Pajak b Perdesann: dan
Perlinlann adalal chiek pagal yung |
a digunaksn obeh Pesierintah, h i Pemiriniall Dooral
uniuk menyelengearnkan i .
b, digumalmn semndss lEpentingan. umum: dibsdang

i

dian kebudayaan nasional yeang tidak

et g o
disnakasidlican urlungn |
r. digunakan ; inggalan purbakaly sty yang sejemis
humn

dengun itu
d, meriapakan ung, hutan wwiks ala, WOtER WSSGCE,  LOEARN
masional, tanah pengeembEloan pang dikuasni oleh dess dan taneh egara
yang belum dibebani suat hak.
5} Besarmya BIGPE Twdok Kenn Popak ditetnplan sebesar Bpe 10,000,006,
[mepralul jutn rupinh) untuk seting wajib pagak,

Pasnl 4

{1} Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pesd dnn Perlootann ssdadnh arang
pribucll utou badan yeng secarn nyain mempanyal suats hako s el
dan/aton memperoleh manfmat stan bumi, donfatew memilild, menguasai
tan/atoy memperoleh manhul atas bongunn.

2k Wajib Fqﬂ:&mﬂlnﬂluﬂpnm?:rdumdmpﬂhhmﬂhhm
prbadl atew tadon secars nyam menpunyal suat hak ates buml danfate
mempersleh mandnat stan bumd denf st memibkn, mengueeet daog oo

peroleh faat atus hanginan
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1)

BAR [
THASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Panal 5
{§} Dnsar pengerman Pajak Bomi don Bangumaon  Perdesaon don Perkotonan
udnlih HIOP .
13 Besamyn BIOP sebspnimann Simokaod pada ayad (1) ditetapkan setisp 3 (g
tahun, kecuali untuk objek 'pu;llk tertentu doput ditetnploan setiap tahun

nEsunl dengnn. gher ngan I
13 Penetapan b ¥ NOF aehingai dirnaksud pads nywt (2] dilakulon aleh
Bupsti.
Pagal &
Besatnyn Tarl Fujuk Buml din Bamgunen Perdesasn dan Perkotuan ditetaphsn
schapnd berikut :
o leb-ul:&.ﬂhfnulbma.d:upa‘lmr 'ﬂp 1000 OO0, D0 -
[matis milyar ruplah) atu Hﬂ-h
b, hebesar  @0% (Aol lmmu I|: NIOP  kurang  dail

Ep. 1000000000~ fum:rm

BeRarnn pnhnh.Pi}l.I: Penlesaan dan Perkotaon yong teratany
g HILITET tari]  aebagaimens  diekeod  dalam

I".l.l.ll.ﬁd.unpnd maun  pojuke sebaguimann dimeksud  dalam
Fanal 5 oyt (1) setelal HNJOF Tidak Kenn Pajak sebagaimona dimaksud
dalam Pasal 3 avat (5).

BaR IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Pojak teratong dipungut df Wilayah Doesah,

aAB v
TAHUN PAJAK DAN SAAT FAIAK TERUTANG
Pagal 9
(1} Tnbin pajak adnlah jongks wakiu § (sata] tahun lealender.
{2} Gual yang menentulan pagmk vong terwtang adobsh meournt keadaan objek
phjeak peita wnggal 1 Janward,
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BAR W1
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Puagal 10

(1} Pendstaon pajak dilskukon dengnn menggunakan SPOF;

{2} SPOP sebagnimann dimaksud poda eyt (1) hanas diss deogan jelas, benar dan
lenpinp serts ditundomnganl dan disompaskin oheh Walils Pojak stug oasanys
leepaln Baspasti, selnmbnd-lambateyn 30 (Mga puluh) hori kega setelah tanggal
ditedmanya SPOP aleh Subjek Pajnk.

@) Ketentunn mengenni tois carn pendoiman dan pelaporan ohjel  pajak
anbspainsang dimalissl poda svat (1) dour lebih Bojut aleh Bupatl

Pisal 11
(1] Berdapirkan SPOP selagrintans dimakaid dabam Pesal 10 ayat (1] Bupatl
meneriithion SPPT.
2} Bupati dopat mengetunrkan SKPD dalam hals berilat ©

i SPOP sehagalmans dimakisd dalan | tidude dinampaikan

dun setelaly Wadil Pajak ditepiir l% Riipati #tbagaimaiia
ditentukan dnlam surnt EEI.EH.I:I o

b. berdosarkan hasil pem an
yang ferutang kbl

Tata carn pen aehagnimann dimakmsd pods aynd {1)

dan ayat {2) i Bupati.

K]

HAH ¥
FEMUNGUTAN PAIAK
Bagian Keaniy
Tntn Cars Pemngutun
Paszal 12

1} Pemumngutun Pajok dilarang dibarengicas.

(2] Bethg Wajit Papb wajil membayar Pujake yeng leratung berdaasrhan sl
lectetorpan pajok atau dibayesr sendic oleh Wajpb Fagnk berdasackan pemturamn
perundang-undangan perpajokun.

[ Wajib Pajuke yaeg eremenubl kewsjihan perpafalian erdusariean pénetapan
Bupati dibayar dengin  meogguoakan BEPD atau dokumen lain sang
tpersamaknn.

(4} Dolumen lnin yang dipersamalon sshagaimana dimalmud puda ayat (3) beraps
learess itaiy nota perhiningan,

73


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

UPT Perpustakaan Universitas Jember

12

Haginn Kedua
Tt Carn Pembayoran don Penogibon
Pasal 13

11} Pajak yoang terutang berdasarkon SPFT borus dilunosi selambat-lombainya
B fenam bulan sejnk tsnggal diedmanys SPPT oleh Wi Pajak.

(2}, Pojak wang ienstang berdasprkan SEFD, BTPD, Surwt Keputusan Pembaetulan,
Surat Keputusan Kebemtan don Putasan Bonding yang memyebabkan jumlnh
pojak yang hanss diboyar bertambah menspakan dasar penogiban pajuk den
harus dilinael aelambat-lembainya | Eaie) Bulan sejak anggal diverbitian,

) Pajok yang terutmng yang padn saat jntih tempe pembayamn tidek dibeyar
iy keizringg dibayar; diiennkan sanksd nd i sebennr T4 [din persen)
aebislun, yang dibitupg: ssat jatub temps sampad dengan harl penybayarsn
LsiEul jEisha wakiu paliog lamis 39 die pubich empat] bk,

4] Sunksi sdministres sebagnimans dimab=ued yat (31 ditnmbah dengmn
utnng pajik vang belum mmn loerang di

Fujak Duersh yung hanis dilispas) ssiamigac- 1 (matu) bulin seiul
sl ditrsmony s Sorat Taglhen Paj i Wuils Pajak

(3} Bupati ntss permohonnn Wﬂ]ﬂ memernhi - persyaratan yang
diteniukan  dapot  mem L] n kepada Wajlh  Pajak  unrok
MBI AT oinu menunds ; ok, dengun dikenskan hungs
sehesar 2% jdua pe i

A} Ketentunn m %lm. penwetoman, tempat pembayarnn.
angsuran dan pajak dintur lebih lanjut oleh Bopoti.

Prazal 14
(1) Pnjisk yong terutang berdosarknn  SPPT, SKPD, STPD. Sural Heputusan
Pembetulan, Surnt Keputusan Keberatan dan Patison Banding yang tidalc otens
lurung dibayar alen Wajllh Pajak pade wakiunys dapet ditagih dengan sumt

Pk,
@} Penagphsn pajak dengan mrmPuh&dﬂabnnuhnbmhnmmm
prerundang undongamn.
Blaglan Ketga
Sural Tegibnn Pajak
Pessnl 15

1] Bupati dapat menerhitkan STHD jilko.
i pagak datam mhan berjalan tiduk atau kuirsng dibayar |
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LE]

by dagl hasil penelitian SFTPD terdopat lekarangan  pembaynrn  sebagod
ot waliks tuilis dan fatin salih ity ; '
c. wajib pojak dikenahan senimi administrdtil berupa bongn don ot dend.
{2} Juminh kekurangan palak yang terutang, dalam STPDF sehagaimona dimaksod
para ayat {1 buruf & dan huraf boditsmbeh dengon sanksel edminlsorand
berups bungs  eelwasr 2% [dus persend  setep  bulsn untalk paking
lamain |5 [limea belas) bulun: sejnk saat teratangnra. pajake.
[} SKFD vang tdak steu lurong dibayar setelsh jwituh fempo pembayarsn
dikenaloan aankel sdminiszratil berops bungn ssheans 2% dua peraes] seinlsn
dnn ditngih megalui STPD

HBagian Keempat
Kebierutun dun Basding

Patal i6
{1] Waiib Prink dapat mengiukan kebernsm hu@ym aten Pepabat

yang dirusiuk d1as susts -

A 8PFT
b,
. S.H:PD.L.H
o, SHPDN ; dan
v ﬁmumm il h :nﬂu.ll loitign berdmsarkan letentuan
perp'upl-mndmh
12 Ed:em-.u diajuloa tertudis dalom bah 1 {n dengan diserad
alnaan-alasan yang jel

[} Eebermtan harus disjukan dalam jangis wakiu pading lnoma 3 [tiga) ulan ssjak
tanggal diterimonya sumt sebagnimonn dimsksod peda aywt (1), kecasli jike
Wajib Pajak dopat menuanjulean hnhm Janglea waktn it ddale dapar dipenabs
fesiresis il r Keluisasmnrs.

4] Erberatan dopat dinjukan apabila Wajik Pajak telah mombayar paling sedikit
sejuminh yang telsh disetupui Woik Pagek.

15} Keberwimn yong tidak memeniibl persyaroten sebagaimana dimoksod pads
agat (1], ayul §2), eyar (3] dan ayat () ddak deanggap sebagai sural Keberatan
nelinggs tidak d.lpll.rl:lmblnﬂun

(6} Tonda penerimaan sumt keberntnn yang diberilmn olelr Bopati ot pejatat
yang ditunfuk ammu tanda pengiriman surat keberutan melwlol sumt pos
tercatat actagnd tanda bulitl peoeimann seeme keberaian
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./ i
=il y

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR: 25 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 07 TAHUN 2012 TENTANG
pAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PROBOLINGGO,

e ———————

—
Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Dagrah
Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dalam
pelaksanaan operasional dapat berjalan secara efektif, efisien
dan optimal perlu adanya petunjuk pelaksanaan ;

b, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupat| tentang
petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemberntukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
_ Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Urnum dan Tata Cara Perpajakan sebagalimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomar 28 Tahun 2007

Menimbang B

PEg -
DA - PERBUB pRB P2 KAB, PROBOLINGGO
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ;
| 5. Undang-Undang Momor 2B Yahum 1559
| Kolusidan Nepotisme
6. Undang-Undang Momor 14 Tshun 2002 t=niang
Pengadilan Pajak;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahum 2002 tertang Sz
. Gedung
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 testang Ceuargan
Negara;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Iamtamy
Perbendaharaan Negara ;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Permeviicsan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kevangan Nagara;
u.Undang=Unﬁang Nomor 32 Tahun 2004 tectasg
Pemerintahan Daerah sehagaimana telah ciubas ity
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 -
R-Undang-ﬂndang Nemor 33 Tahun 2004 tentasy
Perimbangan Keusngsn Antara Pemerintzh Pusst @o
Pemerintahan Daerah:
13. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Paizt Daeah
dan Retribusi Dasrah -
14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 testang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1383 gemung
Pelaksanaan Undang-Undang Nomar § Tahun 1981 Hulkum
B\ Acar2 Pidana sebagaimana telah diubah dengsn Peratern
p Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010-
16. Peraturan Pemerintah Namor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Paksi Alas Tamab:

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentard
Pmaﬁamn'l'amh;

FERDA - PERBUB PBR P2 KAS. PROBOLINGGO
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8, Fajak Bl R Bangunan Besdesann din fakoiaan gang selanjusgs disnghat #a8
P2, adalanpalak atas bumi dan/atan sanguoan yang dirmi, divasss den/aag
dlranfaathan aleh aran abai ol au S bae sl kawsss yane digineken ik
haegiatan vsaha perkatinan, purhutanans dan e amiangasn.

A0, B, alalal peErRUbERRA i) yang melipul nan dan gerstion pedalaman s
laut wllayah dagral)

(VL Bangunan, aalah konstibs) kil v oaosm itag filetakhan secirs et sl
ranvan dan/atau peraiian pedilinman da/ata laol
12, Menara, silglah bangunan yang becada of sebuah bidang lanah dengan konsirrs
Khuas e yang mempunyal fungst sesusl hisgieiotif) af] Wajil Pajab
13, Nilal Jual Objek Pajah yang selanjutivs disioghat NIGE adelah harga mte ate yang
diperoleh darl Wansaksl Jual Dell yang terjedl secsrs walbt don Wilamuna ik
verdapat transaksl jusl bell, NIOP diteatukan metslun persandingsn et dengsn
bk fain yang sejnis 180 nilal perolahan bar Alas MIOR pe sl
14 Wikt sl Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutmys disinglksy iOR e, adelan
besaran nilal yang merapalan bitas tertingl nllal/harga Objeh Bajuk yani Hoak
diknal pijak.
18, Taln Pajak, adalah jangha wakiu yang lamaerys | lsstu) tahiun katsndes
6. Pajak g teratang, adalsh pajak yang harus dilayer pads sustu saul, dalanm rmsss
pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian (atun pagek sesual denigin ketentiusn
 peraturan perundang-undangan perpajakan daorf
17, Sistem Manajsmen Informasi Objek fajak yang selanjutirgs disinghat SISMION
 adalah umm vang tarlntegrmsl untuk mengolah Infarmast/dats objek FBE-PZ
gﬂmmﬁm,&mw , S6jak darl pengumpulan dats; pemberian identies
mpm mﬁmjnm pumhmnmmmmmmm

P " 7
l

= "?—_-mm-m“-ﬂ-l‘_ﬁ
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beriahuan Pajok Terutang yang selanjutry diingat SPET, adaa
RSB Katetag n Pajok Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat

= mmmmmmmh pokak pajak yang terutang,
sletapkan Pajak Daerah Nihil yang setanjutnya disingkat SKPDN, adafah surat
. m«mhnium% pokok pajak sama besarnya dengan jumiah

pajak atau pajak tidakterutang dan tidak ada kredit pajak. '

M Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLE,
‘surat ketetapan pajak Yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atav

| mm Yang selanjutnya disingkat SSPD, adatah bul
' 313U penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

H“.. autelah dilakukan dengan cara fain ke Kas U

-7 AR Leerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat usiuk
" tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/sta

_PERDA - PERBUR PBE P2 KAB. PROBOLINGGO I8
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Pembetulan, adalah surat keputusan yang membetutkan kesalahan
ng dan/stau kekeliryan dalam penerapan ketentuan tertenty
rpajakan daerah yang terclapatl dalam
pombetulan sau Surat

12, Surat Keputusan
tulls, kesalahan hitu
dalam peraturan perundang: undangan pe
SPPT, SKPD, SKPDN, SKPOLB, STPD, Surat Neputusan

san Keberalan.

33, Surat Keputusan Keberatan,
SKPD, SKPDN, SKPDLB atou

ketiga yang diajukan oleh wajib pajak
34, Surat Keputusan Pembatalan, adalsh surat keputusan yang membatalkan kesalahan

danfatau kekeliruan dalam penerapan ketentuan ferteriu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, STPO,
yang tidak benar karena objek pajak dinyatakan batal berdasarken keputusan pajek
berwenang atau keputusan pengadilan yang sudah berlaku secard tetap dari objek
pajak yang termasuk pengecualian sebagal objek pajak PBB-P2 dan objek yang
digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan

35, Putusan Banding, adalah putusan badan peradilan pajek atas banding terhadap
surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak,

36, Banding, adalah upaya hukum yang dopat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung pajok terhadap suaty putusan yang dapat diajukan banding
herdasarkan peraturan perunda ng-undengan perpajakan yang berlaky.

37, Surat Teguran, adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk
menegur atau memperingatkan penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya,
setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajaknye.

38. Surat Paksa, adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepata Dinas.

39, Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut insentif, adalah penghargaan
atas pencapalan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.

adalah surat keputusan atas seberatan rerhadap SPPT,
terhadap pemotangan atau pemungutan oleh pihak

BAB I
: pasal 2

bary sama atau febih besar darl

e
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(3) Datam rangks pembentukan dan/atau pemeiiharaan bavis deta SISMIOP,
sebagaimana dimsksud paca ayat (1) dan ayat (2) dapat dilskuksn oleh pinak
yang memenuhl persyaratan teknis yang peisksanaarmya di
Dinas Pendapatan

{4) alarn hal pendatasa cebagaimans dimaksud pads wyat (1) dan ayat (2) tidak ada
perubshan, maks data SPOP dapat digunakan untuk penetapan paisk tahun

bawah pengawasan

Pasal &

(1) Pendatean terhadap mutasi utyh tidak menghllangkan Nomaor Pajak indut.

(2} Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecah mendapathan
Nomor Pajak bary sedanghkan sisanya tetap menggunakan Nomor Pajak lama.

(3) pendataan terhadap mutasi pecah tanps ada sisa, maka Nomor Pajak diberikan
kepada salsh satu penerima mutas| pecah

(4) Pendataan terhadap penggabungan Nomor Pajak (lebih dari satu) selanjutnya
memakal salah satu NOP yang digabung.

Pasal §

(1) Setiap objek pajak diber Nomor Pajak yakni nomor identitas objek pajak yang
memilixl karakterisuk unik, permanen, standarl dengan satuan blok dadam satu
'wiummrun&amfhan Desa/Kelurahan.

[2) Nomor Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(T) terdirt dari18 (delapan belas)

& digitke-1danke-2 merupakan kode provinsl,
- b, digitke-3danke-4 merupakankode daerah;
©. digitke-5sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
o, dipitke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode desa/kelurahan ;.
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e Baglan Kedua
G0 pelaporan
pasal 6

(1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk mencatat dan melaporkan penerinsy,
pembayaran PBB-P2 pada Lulan berkenaan (aling lambat tanggal 5 (Hima) o s
bulan berfkutnya dilampirf rekeningpe nerimaan daerah,

(2) Bank Persepsi yang ditunjuk mencatat dan melaporkan penerimaaan pembayas,,
PRB-P2 pada bulan berkenaan paling lambat tanggal 8 (delapan) bulan berikyiry,
dilampiri print-outrekening penyimpangan pe nerimaan daerah,

(3) Dinas Pendapatan melaporkan penerimaan pembayaran PBB-P2 pada bylay
berkenaan kepada Kepala Daerah pada setlap bulan paling lambat tanggal 10

(sepuluh)bulan berikutnya.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD
" : Baglan Kesatu
Tata cara Penerbitan dan Penyampalan SPPT
Pasal 7

(1) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat {2),
Dinas Pendapatan menetapkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKR),

(2) Dari hasll penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan
melakukan pencetakan Daftar Himpunan KetetapanPajak {DHKP),

(3) SPPT diterbitkan paling awal tanggal 1 Januari tahun masa pajak secara masal.

(4) SPPT sebelum ditetak, terlebih dahulu dilakukan penelitian data SPPT dengan data
Daftar Himpunan KetetapanPajak (DHKP),

(5) SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada wajib pajak melalui
Desa/Kelurahan/Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Daarah
dilengkapi dengan berita acara serah terima untuk disampaikan kepada wajib
pajakpaling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan.

(6) Desa/Kelurahan/Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah wajlb
menyampalkan laporan penyampalan SPPT kepada Dinas Pendapatan melalul
Camat.

(7) Ketentuan mengenal bentuk laporan penyampaian SPPT dan bentuk formulir SPPT
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan baglan tidak
terpisahkan denganperaturan inl.

—

T T e T i T e T
PERDA - PERBUB PBB P2 KAB. PROBOLINGGO §
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Pasal B
Datart hal wajib pajak kehllangan SPPT, dapat mengajukan permohonan salinan SPPT
dengan persyaratan:
mengisl surat permohonan sallhan SPET
surat kuasa (bila dikuasakan) dengan bermateral Rp. 6.000,- tenam fburuplah)
bukt! pelunasan PBE-P2 5 (lima) tahun terakhir ;
foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga/Identitas lainnya dari walib pajak
foto copy SPPT/SKPD tahun terakhlr ; dan/atay
dokumen pendukung lalinnya

o BN - LN .

Baglan Kedua
Tata Cara Penerbitan dan Penyampaion SKPD
» Pasal 9

(1) Dalam hal subjek pajak tidak mengis dan menyampalkan 5POP, ketetapan PBB-P2
ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan diterbitkan SKPD

secarn massal,
[2) Dinas Pendapatan menyampalkan SKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

kepada Waljib Pajak.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN STPD DAN SKPDKB
Pasal 10

(1), Penagihan dilaksanakan dengan menerbitkan STPD.

{2] 5TPD sebagalmana dimaksud pada ayat{1) dapat berfungsi sebagal Surat Teguran,

(3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayet (1) disampaikan kepada wajib pajak
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejaktanggal jatuh tempo.

4) muunmimnaﬂtmahud padaayat (1) dopat diikutl dengan surat paksa.

iB] iubdbm surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan, dapat

Mnuﬁﬂl persuasif.

mmmwmmw pada ayat (4) diberikan berdasarkan peraturan

FEm——————— e
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Pasal 11
apabila berdasarkan i (kanan otay katerangan Ly bus g
ani bayar
el wwwhuflﬂ:‘m g myot (1) diterbitkan potiig lambst | (upg)
ot basu Derdasarhan perned snan ala hebarangsn i,
ke satelsh pnermuan

nAD Y
MIAYARAN, PINYETORAN, TEMPAT PEMBATARAN,
g i DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Baglan Kesatu
Tata Cara Pembiayaran, Peryetoran dan Tempat Pembayeran
Pasal 12

(1) Pajak yang terutang SPPT harus dituninl solarmbat tembintorys 6 fenam)

Wmemmn.
mmﬁw jatuh fampo pembayaran stau penyelaren pajsk bectapatan
o mhﬁmﬁmﬁmmlw hari bur nastonal, pembayaran stey

pervpetonan pe, mwmrbnmubﬂum
L] mwuwumwmwﬂi titak dibaydkan atou kurang bays
ihpnakan dends sdministrasi sebesar 2% dua persen) per bulan, yang dihilung dor
pembayaran untuk janghs waklis pahing lama
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Lampiran 15. Standart Operasional Prosedur (SOP)

e —r L L S

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

BADAN KEUANGAN DAERAH
JI. Raya P B Sudirman No 134 Telp.(0335) 846851 - 8466552
KRAKSAAN PROBOLINGGO 67282

PERATURAN KEPALA BADAN HEUANGAN DAERAH i

HABUPATEN PROBOLINGGO
NORMOR : TAHUN 2017

TENTAKG

STANDAR OFERASICNAL PROSEDUR PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

Menimbang ;

Mengimget

KABUPATEN PROBOLINGGO

EEPALA BADAN HEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PROBOLINGGO

bahwa pajesk daerah merupakan salah  satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

bahwa dalam ranghka  mewujedkan penyelenggarann
pemungutan pajak dasrah Kabupaten Probolinggo  sceam
profesional, efektif, cfisien dan tertib administrasi, seria sobapai
upaya meningkatkan kualitas pelayanan  pajak  kepada
masyarakat, perlu mengaiur standar operasional prosedir
pelayanan pajak daerah;

behwa berdasarkan .pertimbangan sebageimana  dimaksud
dalam huruf a dan hurul b perlu menstapkan Peraturan Kepala
Badan HKeuangan Daerah tentang Standar  Operasgional
Prosedur Pelaksansan Pajak Daerah Kabupaten Probolinggs;

. Undang-Undang Nomor & Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Linglungan
Dacrah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara-Republil
Indonesia Tahun 1956 Nemor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1091);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penapgiban

Pajak dengan Surat Paksa [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nemor 42, Tambahan Lembaran Negarg
Republik Inodenesia Nomor J68G) sebagaimana telah diuhah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 19 Tahun 1997
tenteng Penagihan Pajak dengan Surat Paksa [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
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PERATURAN  KEPALA  BADAN
KEUANCAN DAERAH

NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KABUPATEN PROBOLINGGO
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P

C.

Wanat, ot agihan Pain Pacialt, il et Pl tvdan aban

Hatinl Repsitisa Relwiaian _ _ s

45, Bl Sopuima Neberatan adatah strel Repaasan A oyosibesibth

o sy St Neietapan Pajak Pagrall, Saral hetola e Pagah l'm;”h

Kokt Thavar, Hral Retetajsan Puiak Dacial Ryt flaval "‘i“"“.:“_"‘”;'

iyt Ketetapal Dajak Baciah Kbl shial Woterapan Pajak Eractah
Lolih Pavan Atan forlimlal peimtangan atal pemnngntan aley bk
ot g shaphan Waih Vajab,

A7 Patatean Danding adalal (ki tanlan pevadilan pafak atan aiisbingt
perhaday Skl Repniian heboatan vand dtiaivikan okt Wagil Pagal

A Popiiikoan adalnh Atk PR peetcatalan Vil Jilakukan sevain
erans ik wiperigismalhin daka dan forinaal kruangan vaig
el hata, hewegiban, wimlal, pongheatlan dapy pava, Wl painlaly
farg perwleln dai priwerahan Latang atan jas. daig IO
e g IR Lagaoraniy hvtisageany D g neraa dai Lapaian labia
vug it periesle Tahn Paiok 1k ac il

A0, Pameriaaan adalal serangatan begialan eiiiimpun rhan mengab
data, Keterangan, danatan okl vang dilakranakan secam bk
dan profeaional benbaarkan suat statndar pemeribaaan widnk mengin
kepatuhan pememshan hewaillan perpaaban dactah dan/atian Pugetan
b datant SBREka melakzanatan Retentian  permiiran periindang
umlangan perpaiakan dacrab,

a0 Pevaedkan tdak phdava 0 bidang perpaiakan  Jdacrah wilalah
seranahalan tinalakan yang dilakvikan alett Pewidih vopk mencar
wovta momgumpalian aki yang dengan bukt Bu membuat teang
tindak  phisna 0 bdang perpaiaban  dacral seita e pempkan
fetRangkania,

41 Pembavarany adalab jumiah vang ditering atail uehariiamva dilenima
wleh wagils pajak tas naahanya, Poriipa Wanal, cok, Kartu Kedhit, sivat
periyvataan hutang dan Tommpsenash e R anEan kewatiban  wail
pials yang terjadi sebehininga,

4 Pkt pesctimaan adalah walian bkl pembayaran  berupa ban
peiualany L ki iiveive atas baraiiy jasa varg dhiterna ol
subick pagalk vy diberikan wagib pajale pada wnat sebelam i
sotelal Baraniiasa dinilanat,

40 Kart Romar Dok Wagib Pagak Dacrah vang gelaniutinvea diseb kata
SPWED adalah karty Samg nenpeluthan nomer pakok wigib pajak
daeraly, nama dan ataat wajib paal,

PROSEDUR PENDAFTARAR DAN PENDATAAN RPWED

1. Dagar ok

a Undang-Undang Nowor 28 Tabun 2009 entang Pajak Dacrah dan
Retvibust Dacraly

b Teraturan Pemerintall Bowar 01 Tahun 2000 tentang Jenis Pagak
DPacralh yang dipungut berdasarkan Penelapan bepala Darval atau
diliavar oleh Wajlb Pajaks

¢ Perturan Peoerintah Nomor A% Tabun 20123 tentang Pedonn
Penpmunan  Stawdar  Operaztonal Proseibine Adniiisiris)
Pesnavintahan,

A Teramran Dacrah Kabupaten Dobolinggs Nomor... tabun 2o
entang  Pembentukan  Suaunan  Omganisasi  Dinas Paerah
Babupaten Proboelitggs

e Peraturan Dacrab Rabupaten Probalinggs Nomer 10 Talu 2010
tenibang Pajgak Dastaly

i, Perataran Dacrah Kabupaten Probalingie Momer 13 Talug 2015
tenang Perubahan ats Perda Nomor 10 Tahun 20 entang
Palak Roklame,;
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